BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ | /Kpts/BPT-PS/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN
PERATURAN NAGARI TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang : a. bahwa agar suatu Rancangan Produk Hukum

Daerah memenuhi kaidah  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsinya di Tingkat Tim
Asistensi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu membentuk Tim Asistensi
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan
Peraturan Nagari yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan
Nagari Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia
Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6970)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;
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KEDRIA Titrn sthagarrnana dimakeasd pada Diktum XESAT
mempunive Yugas
P menstaphkar iadwal Pembahasan dan melakykan

pembeahasan RPancangan Peraturan Bupah vang
thajukan oleh Perangkat Daerah pemirakaras dan
Pancangan Peraturan Nagan vang dajukan oleh

nagaT untuk diakukan harmonisas
pernbulatan pemantapan konsepar.

penvernpurnaan dan)atau perhaikan sehelum
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakvat
Daerat,

b melakukan kegatan administras vang berkaitan
dengan harmonisasi. pembulatan, pemantapan
konsepsi. konsultasi. evaluas:, dan klarihkas
Rancangan Peraturan Bupati sampar dengan
terbentuknyva Peraturan Bupati dan membuat
Rekomendas: terhadap Peraturan Walt Nagan,

¢,  menganabsa Rancangan Peraturan Nagan dan

melakukan penyempurnaan terhadap
Rancangan Peraturan Nagan dengan
memperhatikan  kondis mil masyarakat dan
pemenintaban,

d.  mengkan maten atau substansi Rancangan
Peraturan Bupats dan Rancangan Peraturan Wali
Nagan agar tdak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi dan kepentingan umum; dan

e. melakukan paraf koordinasi terhadap Peraturan
Bupati
KETIGA . Segala biava yang umbul akibar ditetapkannya

Keputusan 1 dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pada Bagan Hukum
Sekretanat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
KEENPAT : Keputusan ini mula: berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan

pada tanggal ,‘Z Januar 2026
BUPATI | _ ISIR SELATAN,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 180/ ! Kpts/BPT-PS/2026
TANGGA & Janwpn 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI DAN PERATURAN WALI NAGARI TAHUN 2026

Susunan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan
Peraturan Wali Nagari Tahun 2026

NO.

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

Bupati Pesisir Selatan

Penanggung Jawab

Wakil Bupati Pesisir Selatan

Wakil Penanggung Jawab

Sekretaris Daerah  Kabupaten
Pesisir Selatan

Koordinator

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ketua

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Wakil Ketua I

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

Wakil Ketua Il

Staf  Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

Wakil Ketua III

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretaris

Perancang-Peraturan Perundang-
Undangan Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
(Darpius Indra, S.H.)

Wakil Sekretaris

10.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

Anggota

11.

Staf  Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan ;

Anggota
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12. | Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggota
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
13. | Inspektur Daerah Anggota
14. | Kepala Badan Perencanaan Anggota
Darerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pesisir
Selatan
15. | Perancang-Peraturan Perundang- Anggota
Undangan Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (Jenny
Vandana, S.H.)
16. | Analis Hukum Muda pada Bagian Anggota
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
(Erviyandi Faisal, S.H.)
17. | Analis Hukum pada Bagian Anggota
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
(Syahroni,S.H., M.H.)
18. | Analis Hukum pada Bagian Anggota
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
(Fakhriza Khair, S.H)
19. | Analis Hukum pada Bagian Anggota
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (Putri
Wulandari,S.H.)
20. | Staf Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
(Sepri Ferdiansyah, S.Kom.)

BUPATI PESIRIR SELATAN,

HENDRAJONI
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